
BUPATI MAJALENGKA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025;

1
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4
. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

5
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2017 Nomor 1312);

6
.
 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

7
.
 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun

2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa
Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun
2022 Nomor 267);

8
. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

9
. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011
Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1

. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Majalengka.

2
. Bupati adalah Bupati Majalengka.

3
. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
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4
. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

5
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Majalengka.

7
. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Majalengka Tahun 2005-2025 yang selanjutnya
disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah periode Tahun 2005-2025.
8

. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode Tahun 2024 sampai dengan 2026.

9
. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-

2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode Tahun 2024 sampai dengan
2026.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Kabupaten Majalengka periode 1 (satu)
tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana
pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Keija dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan PD dan rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Tujuan adalah sesuatu kondisi dalam RPD yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga)
Tahunan.

15. Sasaran adalah rumusan kondisi RPD yang
menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

16. Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai priori tas pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai Sasaran.



17. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai
sasaran RPD.

19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasi yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi.

20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian kineija suatu kegiatan, program
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran
(output), hasil (outcome), dan dampak (impact).

22. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat
terwujud.

23. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsingan
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen penentu arah dan
Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah untuk Tahun
2025.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan
agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara
berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

(1) Dokumen RKPD sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 2
disusun dengan sistematika terdiri atas :
a

.
BAB I : PENDAHULUAN;

b
.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI

DAERAH;

c.
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH;

d
.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH;

e.
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH TAHUN 2025;



f
.
 BAB VI KINERJA PENYELENGGARA

PEMERINTAHAN DAERAH; dan
g.
 BAB VII : PENUTUP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen RKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
penggunaan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

BAB III

PENUTUP

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA

ttd

DEDI SUPANDI

MUMUH
_

UN. S.H.. M.H.

NIP 19790930 200604 1 006



LAM PI RAN

PERATURAN BUPATI

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH TAHUN 2025.




